SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR
9 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa bangunan merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia untuk tempat tinggal/hunian maupun
untuk kegiatan lainnya guna ketenangan, kenyamanan
dan keamanan sehingga perlu diatur agar tercapai
bangunan yang berwawasan lingkungan, perlindungan
dan keindahan baik teknis maupun hukum secara adil
serta sesuai dengan perkembangan keadaan/jaman;

b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran guna menunjang
terwujudnya tujuan bangunan Gedung sesuai fungsinya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan
persyaratan administrasi dan teknis bangunan Gedung;

c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, maka materi Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai lagi
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang lzin
Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN
GEDUNG.

Pasal 1
Peraturan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 16), dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor
9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 4 - 4 - 2022

BUPATI PACITAN
ttd
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628), maka
beberapa Peraturan Daerah perlu dicabut yaitu:

a. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 16); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 9);

Hal tersebut perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.




